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ABSTRAK 

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dan amanat regulasi JPH yang 

wajib dilaksanakan. Dalam UU No 33 Tahun 2014 dan PP No 39 Tahun 2021 

bahwa objek pengawasan terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan 

LPH. Pengawasan JPH dilakukan oleh pengawas JPH pada BPJPH, dan 

kementerian terkait yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai perundang-

undangan. BBPOM di Yogyakarta sebagai badan yang bertugas dalam pengawasan 

obat dan makanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari 

produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makan yang tidak 

memenuhi syarat. BBPOM melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu pre 

market evaluation (pengawasan sebelum produk diedarkan) dan post market 

(pengawasan selama produk beredar). Beberapa pelaku usaha di Kabupaten Sleman 

yang produknya telah tersertifikasi halal diduga inkosisten terhadap kriteria halal 

dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya terhadap sertifikat halal. Kabupaten 

Sleman sebagai wilayah yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta 

menjadi role mode beberapa wilayah baik dari segi pendidikan, budaya masyarakat, 

maupun lainnya. Jika wilayah percontohan belum sesuai yang diharapkan dan 

belum berjalan secara maksimal bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa saja 

faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal 

di Kabupaten Sleman, bagaimana implementasi pengawasan terhadap produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman, dan bagaimana tinjauan hukum positif dan 

hukum Islam terhadap pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten 

Sleman. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan informasi faktual yang diperoleh 

dari implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman 

didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal.  

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa sikap positif  

pelaku usaha yang konsisten terhadap kriteria halal dan SJPH menjadikan sebuah 

pengawasan dapat terlaksana. Sementara untuk faktor penghambat adalah SK bagi 

pengawas JPH dari pihak BPJPH hingga saat ini belum turun, sikap pelaku usaha 

yang tidak jujur dengan bahan baku yang digunakan serta tidak melaporkan kepada 

pihak yang berwenang, dan sikap masyarakat sebagai konsumen yang enggan 

melaporkan ketika mengetahui dugaan pelanggaran. Kedua, implementasi 

pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman 

selama ini tidak berjalan dengan optimal. Ketiga, jika ditinjau dari hukum positif 

pengawasan di Kabupaten Sleman tidak berjalan sesuai yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan. BBPOM sebagai pihak pengawas tidak memiliki 

tupoksi  dalam pengawasan produk tersertifikasi halal secara khusus. Sementara 

menurut hukum Islam pengawasan merupakan bentuk amar makruf nahi munkar 

yang hukum asalnya fardu kifayah, dan yang memiliki wewenang adalah 

pemerintah.  

 

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, Sertifikasi Halal. 
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ABSTRACT 

Supervision is one of the important pillars and mandates of JPH regulations that 

must be implemented. In Law No. 33 of 2014 and PP No. 39 of 2021 that the objects 

of supervision are divided into three, namely products, business actors, and LPH. 

JPH supervision is carried out by JPH supervisors at BPJPH, and related ministries 

appointed by authorized officials in accordance with laws and regulations. BBPOM 

in Yogyakarta as the agency in charge of drug and food control has a responsibility 

to protect the public from medicinal products, food, cosmetics, traditional 

medicines and food supplements that do not meet the requirements. BBPOM 

conducts supervision in two ways, namely pre-market evaluation (supervision 

before the product is distributed) and post-market (supervision while the product is 

circulating). Several business actors in Sleman Regency whose products have been 

halal certified are suspected of being inconsistent with halal criteria and several 

other alleged violations of halal certificates. Sleman Regency as an area that is part 

of the Special Region of Yogyakarta has become a role model for several regions 

both in terms of education, community culture, and others. If the pilot area is not as 

expected and has not run optimally what about other areas. Thus, the authors are 

interested in conducting research related to what are the supporting and inhibiting 

factors for supervision of halal-certified products in Sleman Regency, how is the 

implementation of supervision of halal-certified products in Sleman Regency, and 

how to review positive law and Islamic law regarding supervision of halal-certified 

products in the Regency Sleman. 

The type of research used is field research with a qualitative approach which 

describes factual information obtained from the implementation of supervision of 

halal certified products in Sleman Regency based on laws and regulations 

concerning Halal Product Assurance. 

The results of this study show: First, that the positive attitude of business 

actors who are consistent with halal and SJPH criteria makes supervision possible. 

As for the inhibiting factors, the SK for JPH supervisors from BPJPH has not yet 

been issued, the attitude of business actors who are dishonest with the raw materials 

used and do not report them to the authorities, and the attitude of the public as 

consumers who are reluctant to report when they learn of suspected violations. 

Second, the implementation of supervision of halal-certified products in Sleman 

Regency has not been running optimally. Third, if viewed from the positive law, 

supervision in Sleman Regency did not work as mandated in the laws and 

regulations. BBPOM as a supervisory party does not have special duties and 

functions in supervising halal certified products. Meanwhile, according to Islamic 

law, supervision is a form of amar makruf nahi munkar whose original law is fardu 

kifayah, and the government has the authority. 

 

Keywords: Implementation, Supervision, Halal Certification 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط



 

x 

 

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن 

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis  Sunnah سنة

 ditulis  ‘Illah علة 

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 ditulis  al-Mā’idah المائدة

  ditulis  Islāmiyyah إسلامية

 



 

xi 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya).  

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

 Ditulis Muqāranah al-Mażāhib مقارنة المذاهب

 

IV. Vokal pendek 

1. ----  َ ---- fatḥah  Ditulis a  

2. ----  َ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ----  َ ---- ḍammah  ditulis  u  

 

V. Vokal panjang  

1. Fatḥah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya’ mati Ditulis Ā 

 Ditulis Unṡā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis al-‘Ālwānī العلواني 

4. Ḍammah + wāwu mati Ditulis Ū 

 Ditulis ‘Ulūm علوم  

 

VI. Vokal rangkap  

1. Fatḥah + ya’ mati  

 غيرهم

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati  

 قول

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  



 

xii 

 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis  a’antum أأنتم

 ditulis  u’iddat أعدت 

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم 

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur’an القرآن 

  ditulis  al-Qiyas القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis  ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis  an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 

 ditulis Żawī al-Furūḍ ذوي الفروض 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu ḥalla yang memiliki arti lepas dan 

tidak mengikat.1 Sementara kata halal menurut terminologi hukum Islam adalah 

sesuatu yang diperbolehkan, yaitu seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan 

suatu aktivitas atau objek yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu 

(makanan dan minuman) yang dikonsumsi oleh masyarakat.2 Adapun pengertian 

haram menurut etimologi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syarak agar 

ditinggalkan dan siapapun yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.3 Di antara 

contoh beberapa bahan haram yaitu babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan 

produk turunannya (segar atau olahan), khamr (minuman beralkohol), darah, 

bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), bagian dari tubuh manusia, binatang 

buas, dan anjing.  

Menurut syariat Islam, makan dan minum sesuatu yang halal, suci, dan baik 

(halalan-tayiban) adalah kewajiban seluruh hamba-Nya. Dalam konsep Islam, yang 

sebaiknya dikonsumsi oleh umat muslim adalah sesuatu yang halal, baik, higienis, 

dan sehat sesuai yang tercantum dalam QS. al-Baqarah: 168 yang berbunyi:4 

 
1 Sa’dy Abu Jaib, al-Qāmūs al-Fiqhy Lughatan wa Istilāḥān, Cet III. (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1988), hlm. 99. 

2 Konoras Abdurrahman, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen) (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 62. 

3 Ibid., hlm. 86. 

4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Kemenag, https://quran.kemenag.go.id, 

akses 24 Maret 2023.   

https://quran.kemenag.go.id/
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عدومبي   لكم  انه  ۖ  الشيطن  خطوت   تتبعوا  ولا ۖ  يايها الناس كلوا مما فِى الارض حللا طيبا    

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang dikonsumsi selain 

harus tayibah (baik dan aman untuk dikonsumsi) juga harus halal (diperbolehkan, 

diterima, diijinkan, dan legal). Dengan demikian, tidak bisa seseorang mengklaim 

makanan maupun minuman yang dikonsumsi adalah halal menurut asumsi suka 

atau tidak suka tanpa adanya izin secara legal bahwa makanan maupun minuman 

tersebut terbukti halal. Ketentuan jaminan produk halal menurut syariat Islam selain 

diatur dalam QS. al-Baqarah: 168 juga disesuaikan dengan fatwa MUI terkait 

produk halal, fatwa MUI terkait penyembelihan, fatwa MUI terkait alkohol, serta 

fatwa MUI terkait makanan/minuman.  

Kewajiban sertifikasi halal bukan tanpa tujuan, secara jelas sertifikasi halal 

ini selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid syariʽah) yaitu menjaga agama, menjaga 

jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga kehormatan. 

Perintah mengonsumsi sesuatu yang halal selaras dengan tujuan syariat yaitu 

menjaga jiwa, melindungi jiwa dengan cara tidak mengonsumsi sesuatu yang 

haram. Karena dengan mengonsumsi sesuatu yang haram dapat merusak jiwa 

manusia.5  

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan 

terhadap halalnya suatu produk yang dimakan maupun diminum oleh masyarakat. 

Hingga saat ini, tidak semua produk yang beredar di masyarakat terjamin 

kehalalannya. Selanjutnya, adanya aturan terkait halalnya produk dijelaskan dan 

 
5 Pidato disampaikan ketika pelatihan pendamping PPH (Proses Produk Halal) Batch 3 

oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 22-24 April 2022.  
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diatur dalam UU No. 33 Th. 2014 tentang Jaminan Produk Halal.6 JPH merupakan 

kepastian hukum halalnya suatu produk yang dapat dibuktikan dengan SH 

(sertifikat halal). Sementara SH merupakan pengakuan halalnya suatu produk yang 

dikeluarkan oleh BPJPH menurut fatwa halal tertulis yang difatwakan oleh MUI 

yang berkedudukan di bawah menteri. 

Untuk memastikan kesinambungan kehalalan produk pelaku usaha secara 

akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan 

sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), maka diperlukan dan ditetapkan Sistem Jaminan Produk Halal 

(SJPH) untuk pedoman para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).7 Sertifikat halal 

produk di Indonesia diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH 

harus menjaga kehalalan produknya dengan cara menerapkan Sistem Jaminan 

Produk Halal. Kriteria produk yang sesuai dengan SJPH adalah produk yang layak, 

aman, dan halal untuk dikonsumsi manusia. Hal tersebut merupakan bagian dari 

kepuasan maupun kebutuhan dari setiap konsumen.8 Label halal tidak boleh 

digunakan oleh perusahaan jika tidak memiliki sertifikat halal dari BPJPH.  

 
6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, huruf b-d. 

7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 

tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku 

Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare).  

8 Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, “Ketentuan Bahan dalam Proses Produk 

Halal dan Dokumen Pendukung Bahan” (tt.: tnp, 2022), hlm. 32.  



4 
 

 

 

Pengawasan adalah pilar penting dan amanat pengaturan JPH yang harus 

dilakukan. Pengawasan terhadap jaminan produk halal yang mempunyai urgensi 

mendasar dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia untuk 

mewujudkan jaminan SH yang telah dikeluarkan oleh pihak BPJPH (Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan diberikan terhadap PU melalui 

sertifikasi halal bagi produk-produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan 

di daerah Indonesia.9  

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Th. 2014 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Th. 2021 menyatakan bahwa pengawasan terhadap jaminan produk halal 

dilaksanakan kepada beberapa daerah yang secara langsung berkaitan dengan 

pelaksanaan jaminan produk halal yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) meliputi 

masa berlaku SH, kehalalan  suatu produk, pencantuman logo halal dan keterangan 

tidak halal, layout lokasi yaitu pemisahan tempat dan alat penyembelihan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

produk yang halal dan produk tidak halal.10 Pengawasan dilaksanakan terhadap 

keberadaan seorang penyelia halal maupun aktivitas yang kaitannya dengan 

jaminan produk halal. Dengan demikian, pengawasan terhadap jaminan produk 

halal telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengendalian jaminan halalnya 

suatu produk yang beredar, dikonsumsi, dan dipakai oleh masyarakat.  

 
9  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, https://halal.go.id, 

akses 25 Desember 2022. 

10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 50 huruf 

(a-h). 

https://halal.go.id/
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Pada dasarnya objek pengawasan terbagi menjadi tiga, yaitu produk, PU, 

dan lembaga pemeriksa halal. Pengawasan terhadap suatu produk difokuskan 

kepada masa berlaku SH, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal, serta 

halalnya suatu produk. Sementara terhadap PU pengawasan dilaksanakan terhadap 

penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan seorang penyelia halal 

di perusahaan, dan pemakaian bahan serta proses produk halal (PPH) yang di 

dalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 

produk yang halal dan tidak halal. Selanjutnya, pada lembaga pemeriksa halal 

pengawasan jaminan produk halal difokuskan terhadap sistem manajemen halal, 

auditor halal dan mekanisme audit halal, dan laboratorium. Dengan demikian, 

pengawasan terhadap jaminan produk halal dilakukan oleh pengawas JPH pada 

BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, serta pemerintah daerah 

provinsi/kabupaten/kota yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan 

pengaturan dalam undang-undang.11  

Selain pengaturan sertifikasi halal dan pengawasan yang telah diatur dalam 

undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal, 

BPOM merupakan badan yang bertugas melakukan pengawasan secara menyeluruh 

pada obat dan makanan. BBPOM di Yogyakarta merupakan badan yang memiliki 

tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari produk obat, 

makanan, kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makan yang tidak memenuhi 

 
11 Mastuki, Urgensi Pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia (Jakarta: BPJPH 

Kemenag RI, 2021), https://halal.go.id, 25 Desember 2022. 

https://halal.go.id/
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syarat. BBPOM melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu pre market 

evaluation atau disebut pengawasan sebelum produk diedarkan maupun post 

market yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap produk selama produk tersebut 

beredar di masyarakat.  

Para pelaku usaha di Kabupaten Sleman yang produknya telah tersertifikasi 

halal ditemukan beberapa dugaan pelanggaran terhadap kriteria halal.  Kabupaten 

Sleman sebagai daerah yang merupakan bagian dari DIY menjadi role mode 

beberapa wilayah baik dari segi pendidikan maupun budaya masyarakat. Regulasi 

pengawasan dari lembaga yang berwenang pada jaminan produk halal terhadap 

produk yang tersertifikasi halal sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. 

Berdasarkan pamaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten 

Sleman.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal 

di Kabupaten Sleman? 

3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengawasan 

produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan 

terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.  

b. Untuk mengetahui implementasi pengawasan terhadap produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap 

pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

wawasan terhadap para pembaca untuk mengetahui implementasi 

pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan acuan bagi seluruh 

pihak yang ingin mengetahui secara detail serta komprehensif  terkait 

implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di 

Kabupaten Sleman. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 

implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di 

Kabupaten Sleman.  

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

diklasterisasikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
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Penelitian Muhammad Iqbal tentang “Peran dan Efektivitas Pengawasan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap Beredarnya Produk 

Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmestik di D.I. Yogyakarta.” Kesimpulan  

dari penelitian tersebut bahwa efektivitas BBPOM Yogyakarta sudah baik namun 

belum maksimal dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. 

Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam BBPOM Yogyakarta telah 

melaksanakan perannya dalam melindungi hak setiap konsumen dengan tujuan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di 

bidang pengawasan.12 Selanjutnya penelitian Muhammad Adi Pambudi tentang 

“Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal yang Beredar di Kota 

Semarang.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa BPOM telah melaksanakan 

pengawasan kepada produk yang berlogo/berlabel halal dengan melaksanakan 

inspeksi mendadak setiap enam bulan sekali, sementara pengawasan di area pasaran 

mempertimbangkan tingkat risiko produknya, untuk kategori risiko yang rendah 

dan sedang minimal pengawasan dilakukan setahun dua kali sementara produk 

dengan risiko yang tinggi, pengawasan dilaksanakan per tiga bulan.13 

Penelitian Fikri Januardi tentang “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen 

terhadap Kosmetik Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Daerah Istimewa Yogyakarta.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

pelaksanaan perlindungan konsumen dilakukan melalui pengujian laboratorium 

 
12 Muhammad Iqbal, “Peran dan Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) terhadap Beredarnya Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmestik 

di D.I. Yogyakarta,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.  

13 Muhammad Adi Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal 

yang Beredar Di Kota Semarang”  Skripsi Universitas Negeri Semarang (2019). 
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produk kosmetik, pengawasan sarana produksi kosmetik, dan pengawasan sarana 

distribusi kosmetik.14 Kemudian penelitian Febri Padmono tentang “Perlindungan 

Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di 

Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan 

BBPOM Yogyakarta dalam melindungi konsumen melalui pemeriksaan sarana 

distribusi dan produksi pangan, pengawasan parsel, pengujian produk pangan jajan 

anak sekolah, pemantauan iklan, penutupan sementara aktivitas PU yang 

melakukan pelanggaran dan pencabutan izin operasional, serta melaporkan 

pelanggaran terhadap pihak yang berwajib dan diberikan sanksi pidana.15  

Penelitian KN. Sofyan Hasan tentang “Pengawasan dan Penegakan Hukum 

terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” Kesimpulannya adalah 

sampai saat ini belum terdapat penegakan hukum serta perlindungan hak konsumen 

secara bersama terhadap sertifikasi serta labelisasi produk halal dan belum 

ditemukan koordinasi antar kementerian serta lembaga oleh Kementerian Agama 

RI.16  Selanjutnya penelitian Sri Faun Maharany tentang “Pengawasan Sertifikat 

Halal terhadap Produk Usaha Mikro, dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33 

 
14 Fikri Januardi, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya 

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 

15 Febri Padmono, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu 

Makanan yang Beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

16 KN. Sofyan Hasan, “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan 

Labelisasi Halal Produk Pangan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 2 (2015). 
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Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM Sumut).” Kesimpulan 

dari penelitian tersebut adalah pengawasan dilakukan oleh LPPOM MUI, BPJPH, 

dan Dinas Kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara 

langsung dilaksanakan melalui proses auditing serta sidak untuk memastikan 

halalnya suatu produk dan memberikan wejangan bimbingan para PU untuk 

memperkuat pengetahuan terkait SH. Pengawasan secara tidak langsung melalui 

pemeriksaan bahan-bahan baku yang tercantum di dalam dokumen serta 

mendapatkan SJPH perusahaan yang terkait.17 Kemudian penelitian Avikas Jesy 

Artartirana, dkk. tentang “Pengawasan Produk UMKM oleh Badan 

Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan 

di Kota Tanjungpinang.” Kesimpulannya adalah pengawasan BPJPH Kemenag 

Kepri kepada sertifikat halal di Kota Tanjungpinang bagi produk-produk UMKM 

masih sebatas sosialisasi serta penyuluhan mengenai sertifikasi halal hingga 

pembuatan SH, karena SH sangat dibutuhkan untuk memenuhi keamanan pangan 

pada suatu produk.18  

Penelitian Sopa tentang “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi 

atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmestika.” 

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa ketika program sertifikasi halal masih 

dipegang LPPOM MUI terdapat salah satu pengawasan yang cukup efektif, bahwa 

 
17 Sri Faun Maharany, “Pengawasan Sertifikat Halal terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di 

LPPOM Sumut)” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021). 

18 Avikas Jesy Artartirana dkk., “Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggaraan 

Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di Kota Tanjungpinang,” Student 

Online Journal  Vol. 3, No. 1 (2022). 
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salah satu perusahaan diblacklist karena setelah produknya tersertifikasi halal 

pelaku usaha mencampurkan bahan baku yang memiliki kandungan bahan terlarang 

(haram). Sementara pelaku usaha tidak melakukan pelaporan terhadap pihak MUI 

dan langsung diedarkan di pasaran, sehingga sertifikat halal dicabut dan diganti 

dengan menerbitkan fatwa haram terhadap produk tersebut.19 Selanjutnya 

penelitian Aksamawanti yang berjudul “Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif 

Pelaku Usaha dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia”. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah upaya alternatif pelaku usaha (perusahaan) dalam penunjukan 

auditor halal internal tersebut berfungsi dan berperan menjaga kesinambungan JPH 

kepada proses produksi maupun dengan menjaga kepatuhan syariat hingga masa 

berlaku SH yaitu empat tahun. 20 Kemudian penelitian Syafrida yang berjudul 

“Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.” 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran masyarakat adalah melakukan 

sosialisasi dan pengawasan peredaran produk halal di masyarakat. 21 

Berdasarkan telaah pustaka di atas, bahwasanya belum ada penelitian 

berupa skripsi, tesis, desertasi maupun jurnal yang membahas secara spesifik terkait 

implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman.  

 

 
19 Sopa, “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap 

Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmestika,” Desertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(2008), hlm. 32.  

20 Aksamawanti, "Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha dalam Menjamin 

Produk Halal di Indonesia", Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum, Vol. 06, No. 01 (2020), 

hlm. 74. 

21 Syafrida, "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di 

Indonesia", National Jurnal of Law, Vol. 2., No. 1 (2020), hlm. 172.  
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E. Kerangka Teori 

1. Gambaran Umum Pengawasan 

Dalam KBBI, kata pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau 

pengontrolan dari pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi terhadap pihak yang 

berada di bawahnya.22 Tujuan dari pengawasan bahwa mencegah pelanggaraan 

pemakaian sumber daya, mencegah penyalahgunaan otoritas serta kedudukan, 

sehingga proses kerja sesuai yang telah direncanakan, mencegah serta 

menghilangkan hambatan dan kesulitan yang kemungkinan terjadi di dalam 

pelaksanaan setiap aktivitas, serta mengetahui dan mengoreksi pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut digunakan 

untuk bahan evaluasi ke depannya.23 Pengawasan diutamakan terhadap tindakan 

perbaikan dan koreksi terhadap hasil yang didapat. Agar pelaksanaan pengawasan 

dapat berjalan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka 

pengawasan tidak seharusnya dilaksanakan di akhir saja namun pada setiap tingkat 

proses manajemen. Beberapa syarat yang seharusnya diperhatikan dalam 

pengawasan sebagai berikut:24  

a. Sebaiknya pengawasan menggambarkan dari sifat aktivitas tersebut. 

b. Apabila ditemukan suatu pelanggaran, seharusnya dilaporkan secara tepat 

dan menunjukkan tindakan koreksi. 

c. Pengawasan harus objektif dan fleksibel. 

 
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id, akses 24 Desember 

2022. 

23 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum terhadap 

Aparatur Negara (ttp.: Pustaka Yustisia, t.t.), hlm. 19.  

24 Basu SDH, Asas-Asas Manajemen Modern (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 220-223. 

https://kbbi.web.id/
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d. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi. 

e. Pengawasan harus ekonomis dan dapat dipahami. 

Macam-macam pengawasan antara lain:25 

1) Berdasarkan sifatnya, pengawasan terdiri dari pengawasan preventif, 

pengawasan represif, dan pengawasan detektif.  

2) Berdasarkan cakupannya, pengawasan terdiri dari pengawasan intern dan 

pengawasan ekstern. 

3) Berdasarkan metode yang digunakan, pengawasan terbagi menjadi 

pengawasan  melekat serta pengawasan fungsional.  

2. Pengawasan perspektif Hukum Positif  

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

Dalam UU No. 33 TH. 2014 dalam hal pengawasan JPH, BPJPH bekerja 

sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, serta kementerian terkait.  

Kewenangan BPJPH antara lain: 

1) Menerbitkan serta mencabut SH dan label/logo halal pada produk. 

2) Melaksanakan sosialisasi, edukasi, serta publikasi produk halal. 

3) Melaksanakan pengawasan kepada jaminan produk halal.   

Pengawasan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh lembaga 

pemeriksa halal meliputi, masa berlaku SH, kehalalan produk, pencantuman 

label/logo halal dan keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, serta alat 

penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 

 
25 Yuliana Ria Uli Sitanggang, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (ttp.: Pusdiklat 

BPS, tt.), hlm. 30. 
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penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia 

halal, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.  

Dalam PP No. 39 Tahun 2021 dijelaskan bahwa BPJPH beserta kementerian 

terkait bekerja sama menyusun program strategis pengawasan JPH.  Para pihak 

terkait dapat melakukan tindakan untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau 

aktivitas lain yang memiliki tujuan dalam rangka menunjang aktivitas pengawasan 

jaminan produk halal.26 Kerja sama BPJPH dengan pemerintah bidang perdagangan 

adalah pengawasan produk halal yang diedarkan serta adanya penarikan produk 

dari adanya peredaran. Selanjutnya, pengawasan JPH dapat dilakukan secara 

mandiri maupun kolektif.  

b. Pelaku Usaha 

PU yang telah mendapatkan SH diwajibkan:27 

1) Mencantumkan label/logo halal terhadap produk (kemasan produk, 

bagian tertentu dari produk, serta tempat tertentu dari produk) yang 

tersertifikasi halal. Selain itu, pencantuman label halal harus mudah 

dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. 

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan 

ketentuan maka dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, 

peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan 

penarikan barang dari peredaran.28 Sementara pelaku usaha yang tidak 

 
26 Pasal 90 ayat (2). 

27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25. 

28 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 

Produk Halal, Pasal 149 ayat (2). 
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menjaga kehalalan produknya dapat dipidana selama lima tahun dan 

denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-.  

2) Menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal. 

3) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir. 

4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. 

Salah satu pengawasan yang sama pentingnya adalah pengawasan dari 

pelaku usaha sendiri. Kesadaran pelaku usaha akan kewajibannya untuk mentaati 

peraturan merupakan upaya lain yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan 

usaha pengawasan.  

c. Auditor Halal dan Penyelia Halal 

Auditor halal dalam pelaksanaan JPH bertugas memeriksa pendistribusian 

dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, serta 

melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada LPH. Sementara penyelia 

halal dalam hal ini bertugas mengawasai PPH di perusahaan dan menentukan 

tindakan perbaikan dan pencegahan. Apabila LPH melakukan pelanggaran maka 

mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan operasional. 

d. Pengawas Jaminan Produk Halal 

Pengawas JPH secara khusus diangkat oleh pejabat yang berwenang di 

BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait atau sesuai ketentuan perundang-

undangan. Syarat sebagai pengawas JPH antara lain:29 

 

 

 
29 Pasal 98. 
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1) Beragam islam.   

2) Aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang memiliki tugas 

dan fungsi di bidang pengawasan. 

3) Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1). 

4) Memahami dan memiliki wawasan luas tentang kehalalan produk 

menurut syariat Islam. 

5) Lulus pelatihan pengawas JPH.  

Pada pasal 98 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan 

pengawasan harus dilengkapi surat  tugas dan tanda pengenal serta wajib menjaga 

kerahasiaan hasil pengawasan. BPJPH boleh menugaskan aparatur sipil negara di 

lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.30 Selain itu, 

pengawasan JPH dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu yaitu satu kali 

dalam enam bulan.31 Adanya pengawasan sewaktu-waktu dapat dilakukan sesuai 

kebutuhan jika ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dugaan pelanggaran administratif dapat berasal dari laporan dan temuan,32 

kemudian BPJPH melakukan kajian terhadap pelanggaran administratif. Pengenaan 

sanksi tersebut dapat diberikan secara berjenjang, alternatif dan kumulatif.33 

Selanjutnya, peran masyarakat dalam pengawasan JPH juga sangat dibutuhkan, 

pengawasan tersebut dapat melalui pengaduan atau pelaporan kepada BPJPH. 

 

 
30 Pasal 102 ayat (2). 

31 Pasal 103 ayat (4). 

32 Pasal 152 ayat (1). 

33 Pasal 149 ayat (5). 
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3. Pengawasan perspektif Hukum Islam 

a. Q.S al-Baqarah: 168 

عدومبي   لكم  انه  ۖ  الشيطن  خطوت   تتبعوا  ولا ۖ  يايها الناس كلوا مما فِى الارض حللا طيبا    

b. Asbabun Nuzul dan Tafsir Q.S al-Baqarah: 168 

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abī Ṣāliḥ bahwa ayat ini turun 

disebabkan kaum dari Ṡāqīf bani ʽĀmir bin Ṣaʽṣaʽah Khuzāʽah dan bani Muḍli. 

Mereka mengharamkan beberapa jenis hewan seperti baḥīrah, sāibah, dan 

waṣilah.34 Padahal Allah telah menjelaskan apa saja yang diharamkan untuk 

dimakan sesuai dalam QS. al-Māidah: 3 dan al-Baqarah: 173. Segala sesuatu selain 

yang tercantum dalam ayat tersebut artinya boleh dimakan. Sementara yang 

diharamkan oleh mereka seperti baḥīrah, sāibah, dan waṣilah tidak tercantum 

dalam kedua ayat tersebut. Selain itu, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa 

selain dalam ayat tersebut ada lagi makanan yang diharamkan oleh Rasulullah yaitu 

makan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat.  

Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di bumi. 

Selain dari yang diharamkan Allah dan yang tercantum dalam hadis sesuai dengan 

pendapat sebagian ulama maka halal dan boleh dimakan. Kabilah-kabilah tersebut 

hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum 

 
34 Baḥīrah adalah unta betina yang sudah beranak lima kali dan anak yang kelima adalah 

jantan. Kemudian unta betina tersebut dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, 

dan tidak boleh diambil air susunya. Sedangkan sāibah adalah unta betina yang sengaja dilepas dan 

dibiarkan berjalan kemana saja karena suatu nazar. Biasanya jika orang Arab Jahiliyah hendak 

melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan berat, mereka bernazar agar apa yang dilakukan dapat 

berhasil dan selamat dalam perjalanannya. Dan waṣilah adalah ketika ada kambing betina yang 

melahirkan dua anak jantan dan betina, maka anak kambing yang jantan disebut waṣilah dan 

dipersembahkan untuk berhala.  
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yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang diwarisi dari nenek 

moyangnya dan hanya menuruti hawa nafsu serta kemauan setan belaka.35  

c. Makna Ayat   

Makna halal adalah perkara yang diperbolehkan (mubah), bahwa prinsip 

baik adalah yang bisa dinikmati, diinginkan, dan digambarkan sebagai yang murni 

dan halal dalam sebuah analogi. Karena yang tidak murni dibenci oleh jiwa, 

sehingga tidak bisa dinikmati dan dilarang juga untuk dinikmati. Karena syarak 

melarangnya dan menggambarkan yang halal sebagai kebaikan dan yang haram 

sebagai kejahatan dan sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Māidah: 100. 

Adapun yang dimaksud halalan tayyiban adalah apa yang Allah izinkan untuk 

dimakan dari apa yang orang musyrik larang untuk diri mereka sendiri dari tanaman 

dan ternak.36 Sedangkan menurut Zajaj, halalan tayyiban adalah sesuatu yang baik 

bagi kalian, maksudnya jangan memakan atas apa yang telah diharamkan.  

d. Usul Fikih 

Kaidah   الأمر للوجوبالأصل في   yang artinya asal dalam perintah hukumnya 

wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Karena dalam 

ayat tersebut terdapat shigat amar berupa “makanlah” yang menjerumus pada 

hukum wajibnya memakan makanan yang halal. 37  

 
35 Abūl Hasan ʽAlī bin Ahmad bin Muhammad al-Wāhidi an-Naisābūrī, al-Wasīṭ fī Tafsīril 

Qurʽān al-Majīd (Beirut: Darūl Kutūb al-ʽIlmiyyah, 1955), hlm. 252.  

36ٓ QS. al-Anʽām: 138. 

37 ʽAbdul Ḥamīd Ḥakīm, Mabādī Awwaliyyah fī Ushūl Fiqh wal Qawāʽid al-Fiqhiyyah 

(ttp.: tnp, t.t), hlm. 7. 
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Status dalilnya adalah qaṭʽi karena menunjukkan terhadap makna tertentu 

dari suatu teks (ayat atau hadis). Dalil qaṭʽi artinya tidak mengandung kemungkinan 

takwil serta tidak dapat memaknai selain makna dari teks tersebut. Dalam ayat 

tersebut sudah jelas bahwa lafaz “kulū” artinya makanlah. Tidak perlu lagi adanya 

penakwilan. Sedangkan mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah larangan 

memakan sebaliknya, yaitu makanan yang telah Allah larang dan haramkan. Sesuai 

dengan kaidah  الأمر بالشيء نهي عن ضده yang artinya memerintah sesuatu berarti 

juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu.38 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang secara langsung mengadakan pengamatan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan. Peneliti terjun ke lapangan guna 

melakukan pengamatan mengenai fenomena alami.39 Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap para pihak yang terkait dalam 

pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

2. Sifat Penelitian  

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh dari 

beberapa dokumen dituangkan dalam bentuk uraian narasi bukan ditransformasikan 

 
38 Ibid., hlm. 8. 

39 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016), hlm. 26. 
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dalam bentuk angka.40 Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan 

menganalisis data-data yang diperoleh dari objek penelitian tersebut yaitu 

implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kegiatan 

berdasarkan aspek-aspek untuk memecahkan suatu masalah internal sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia 

maupun hukum Islam.41 Pendekatan yuridis normatif dalam hal ini direalisasikan 

terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap 

identifikasi hukum42 dengan menganalisis implementasi pengawasan produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2021 tentang Bidang Jaminan Produk Halal serta tafsir QS. al-Baqarah: 168 

dan QS. āli-´Imrān: 104.  

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

 

 
40 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hlm. 87. 

41 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160-161. 

42 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 151. 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah 

penelitian. Dalam hal ini berupa pengamatan atau wawancara secara langsung 

terhadap objek penelitian yaitu para pihak yang terkait dalam pengawasan produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari sumber data 

primer. Dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 

buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti, 

baik berupa skripsi, tesis, maupun desertasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan 

melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lingkungan 

penelitian.43 Dalam hal ini teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah 

observasi non partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai pihak 

yang mengamati terhadap segala peristiwa yang menjadi objek penelitian tanpa 

pastisipasi aktif di dalamnya.44 Dengan demikian, seorang peneliti melaksanakan 

observasi atau pengamatan secara langsung para pihak yang terkait dalam 

pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

 
43 https://dqlab.id-teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi, akses 26 

Desember 2022. 

44 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 

hlm. 40. 

https://dqlab.id-teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi/
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b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan 

studi pendahuluan permasalahan yang diteliti maupun mengetahui hal-hal dari 

narasumber lebih mendalam.45 Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

semi terstruktur untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, kemudian 

responden46 diminta pendapat beserta ide-idenya dan peneliti mendengarkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan narasumber.47 Dalam hal ini peneliti 

akan melakukan wawancara semi terstruktur terhadap para pihak yaitu BBPOM 

DIY, Satgas Halal DIY, para pelaku usaha di Kabupaten Sleman dan beberapa 

pihak lain yang terkait dalam pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten 

Sleman. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih 

kredibel (dapat dipercaya) jika didukung dengan dokumen dengan kredibilitas 

tinggi.48 Jadi, dalam hal ini peneliti mencari dan meneliti dokumen-dokemen yang 

bersangkutan dengan objek penelitian dalam hal ini para pihak yang terkait dalam 

implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

 

 
45 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015). 

46 Menurut KBBI, narasumber adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian.  

47 Ibid., hlm. 73-74. 

48 Ibid, hlm. 82-83. 
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6. Analisis Data 

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan 

data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan. Adapun pendekatan 

analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan 

oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, 

sehingga yang diprioritaskan adalah kualitas data yang dianalisis dengan bahan-

bahan hukum yang berkualitas.49  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan tesis ini, berikut penulis 

paparkan secara garis besar sistematika pembahasan sebagai berikut:  

 Bab pertama, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas yaitu pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

Bab ketiga, berisi tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus 

penelitian, dalam hal ini adalah para pihak yang terkait dalam pengawasan produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. 

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dibangun dari argumentasi 

penulis berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. 

 
49 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 

 



24 
 

 

 

Dalam hal ini implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten 

Sleman. 

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari 

rumusan masalah yang dipaparkan. Sedangkan saran adalah usulan atau 

rekomendasi yang tepat dan relevan sesuai kesimpulan yang didapat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dari kaijan teori efektivitas hukum faktor pendukung pengawasan produk 

tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman di antaranya dari perangkat hukum 

yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pemerintah memiliki 

hak untuk mendorong para masyarakat untuk mengajukan sertifikasi halal 

serta mempertahankan label/logo halal melalui pengawasan, perilaku usaha 

yang konsisten terhadap kriteria halal dan SJPH, dan sikap konsumen yang 

diharapkan memiliki kepedulian terhadap produk-produk yang beredar. 

Sementara faktor penghambat pengawasan di Kabupaten Sleman adalah 

dari penegak hukum bahwa SK pengawasan hingga saat ini belum turun, 

sikap pelaku usaha yang tidak jujur dengan bahan baku yang digunakan 

serta tidak melaporkan adanya penggantian kepada pihak yang berwenang, 

dan sikap masyarakat sebagai konsumen yang apatis. 

2. Implementasi pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi halal di 

Kabupaten Sleman selama ini tidak berjalan secara optimal. Pengawasan 

yang dilakukan adalah dengan metode pre market dan post market. BBPOM 

sebagai pihak pengawas, tidak memiliki tupoksi pengawasan secara khusus 

terhadap produk halal dan tidak mempunyai data pelaku usaha yang sudah 

maupun belum memiliki SH. Dari banyaknya pelaku usaha yang produknya 

telah tersertifikasi halal, masih banyak yang belum mendapatkan 

pengawasan. Hal tersebut terbukti terdapat pelaku usaha yang produknya 
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telah tersertifikasi halal lebih dari tiga tahun namun baru mendapatkan 

pengawasan sekali saja, bahkan beberapa belum mendapatkan pengawasan 

sama sekali. Proses pengawasan juga tidak dilakukan secara rutin satu tahun 

dua kali seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, 

namun pengawasan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.  

3. Ditinjau dari hukum positif bahwa pengawasan di Kabupaten Sleman tidak 

berjalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 

BBPOM sebagai pihak pengawas tidak memiliki tupoksi dalam pengawasan 

produk tersertifikasi halal secara khusus. Sementara menurut hukum Islam 

berdasarkan QS. al-Baqarah: 168 dan QS. āli-´Imrān: 104 pengawasan 

merupakan bentuk amar makruf nahi munkar yang hukum asalnya fardu 

kifayah, dan yang memiliki wewenang adalah pemerintah. Pengawasan 

dilakukan untuk menegakkan syariat, hal ini dilakukan terhadap pengawasan 

kehalalan suatu produk yang beredar di negara. Namun pengawasan bukan 

hanya dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan 

tetapi pengawasan langsung dari Allah atas setiap perbuatan yang dilakukan 

termasuk  pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten 

Sleman. 

B. Saran 

1. Untuk faktor pendukung dan penghambat pengawasan produk tersertifikasi 

halal di Kabupaten Sleman yaitu khususnya faktor penghambat dapat 

diminimalisir dengan cara memberikan sosialisasi lebih massive lagi, lebih 

menyeluruh kepada semua eleman yang terkait. Dengan hal tersebut, 
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harapannya faktor penghambat pengawasan dapat diminimalisir dan tujuan 

sertifikasi halal dan pengawasan dapat tercapai dengan baik.  

2. Untuk implementasi pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi 

halal di Kabupaten Sleman sebaiknya segera ada tindak lanjut dari BPJPH 

terkait turunnya SK pengawas halal, agar pengawasan selanjutnya dapat 

dilakukan secara optimal. Sementara untuk BBPOM sebagai pihak yang 

memegang peranan penting pengawasan, alangkah lebih baik jika 

menambahkan subyek halal dalam BBPOM maupun kebijakan pengawasan 

kaitannya dengan produk halal sehingga tujuan pengawasan dapat 

disinergikan dengan baik. Pengawasan yang belum menjangkau seluruh 

pelaku usaha karena tenaga kerja maupun fasilitas dalam pengawasan yang 

kurang, maka dapat diatasi dengan membuat regulasi pengawasan dengan 

melibatkan perangkat hukum terkecil seperti RT, memberdayakan para RT 

untuk ditugasi mengawasi kehalalan produk setiap UMK di sekitarnya, 

dengan demikian pengawasan dapat berjalan secara optimal dan maksimal 

sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.  

3. Untuk para pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen pada 

umumnya, produk halal yang diperdagangkan dan beredar merupakan 

tanggung jawab semua pihak. Dengan demikian, kerjasama antara pelaku 

usaha maupun masyarakat sebagai konsumen sangat diharapkan. Pelaku 

usaha sebaiknya selalu memperhatikan semua produk yang diproduksi 

berdasarkan kriteria halal dan sebagai konsumen sebaiknya memiliki 

kepedulian terhadap produk halal yang beredar. 
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